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JAKARTA - Ketokan palu tanda pengesahan mengakhiri
jalan panjang upaya dalam memberikan perlindungan
bagikorban kekerasan seksual. Pada Selasa (12/4), DPRRI
resmimengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak
PidanaKekerasan Seksual (RUUTPKS) menjadi UU yang
menjadi tonggak baru sekaligus payung hukumyang akan
memberikankeadilan bagi korban danefekjerabagi
pelaku kekerasan seksual,

kan bukti, bahwa kemuliaanse
buah bangsa terletak pada ba-
gaimana bangsa itu memulia-
kanperempuannya, ujardia.
Menteri Pemberdayaan Pe-
rempuan dan Perlindungan
Anak (PPPA) Bintang Puspayo-
gamengapresiasi DPR yangme-
lakukan pengambilan keputus-
an tingkat I1 tethadap RUU
TPKS. Menurutnya, RUUterse-

Ketua DPR Puan Maharani
mengatakan, UUTPKS membe-
rikan perlindungan hukum da-
lam perspektif korban. Puan
meminta seluruh elemen ma-
syarakat untuk mengawal im-
plementasi UU ini dalam me-
maksimalkan mitigasi dan per-
lindungan terhadap korban,
“Kedepannyakitasemuaberse-
pakat dalam implementasi UU
tersebut bahwa mitigasi perlin-
dungan perempuan dan anak
sampai penanganannya. Ke-
mudian bagaimana hukuman-
nya dan lain-lain ity memang
bisaberpihak kepadakorban,”
kataPuandiGedungDPR Sena-
yan, kemarin,

Ketua Panitia Kerja (Panja)
RUUTPKS Willy Adityamenga-
takan, UU TPKS merupakan se
buah produk yang secara utuh
berpihak kepada korban ke-
kerasan seksual. UU ini dinilai
menjadivujudkomitmennega-
radalam memberikanrasake-
adilan bagi korban. Willy tak
membantah bahwa tidak se-
mua aspirasi dapat masuk da-
lam RUU tersebut. Namun se-
bagai gantinya, RUU TPKS juga
memasukkan aturan yang da-
pat membantukorban kekeras-
anseksual.

“Iniadalahkehadirannegara
bagaimana memberikan rasa
keadilan dan perlindungan ter-

hadap korban kekerasan sek-
sual yang selama ini kita sebut
fenomena gunung es. Negara
hadir ketikarestitusitidak ha-
dir, maka negara hadir dalam
bentukkompensasi, sertaRUU
ini memuattentang dana ban-
tuan korban. [niadalah sebuah
langkah maju bagaimana kita
hadir dalam memberikan per-
lindungan kepada warga," ujar
Willy.

Dia menambahkan, UU
TPKS mengatur Sembilan jenis
tindak kekerasan seksual, Ca-
kupan tindak pidana kekerasan
seksual yang disepakati yakni
pelecehan seksual nonfisik, pe-
lecehan seksual fisik, pemaksa-
ankontrasepsi, pemaksaan ste-
rilisasi, pemaksaan perkawin-
an,penyiksaanseksual,eksploi
tasi seksual, perbudakan sek-
sual, dankekerasanseksualber-
basis elektronik. Secarakeselu-
ruhan UUTPKS terdiri dari12
Babdanmemuat93Pasal.

Willy betharap, dengan ada-
nya UU TPKS ini masyarakat
Indonesia, khususnyakaumpe-
rempuan dan anak, tidak lagi
mengalami  episode-episode
yang memberiruang bagikeke-
rasanterhadap perernpuan dan
anak. Periode kelam kekerasan
seksual terhadap perempuan
dananak tersebut harus hilang
selekasnya. “Sejarah memberi-

but sebagai salah satu wujud
nyata hadirnya negara dalam
mengatasi permasalahan ke-
Kerasan seksual. “Hadirnya
undang-undang ini nantinya
merupakan wujud nyata keha-
diran negara dalam upaya men-
cegah segala bentukkekerasan
seksual, menangani, melin-
dungi, dan memulihkan kor-
ban,"ujar Bintang,

RUUTPKS juga merupakan
payung hukum yang lebih baik
dalam menindale pelakukeke-
rasan seksual. Tujuan lain dari
UU iniadalah untuk mencipta-
kan lingkungan masyarakat
yangbebas dari kekerasan sek-
sual. “Marilah kitamenjagako-
mitmen bersama yang sudah
tumbuh sejakawal penyusunan
RUUini. Agar RUU yang disah-
kan menjadi UU ini dapat dilak-
sanakan secara komprehensif
danintegratif) vjar dia.

Usai pengesahan UU TPKS,
Wakil Menteri Hukum dan
HAM (Wamenkumham) Ed-
ward Omar Sharif Hiariej kem-
bali menjelaskan bahwa pasal
terkaitpemerkosaandanaborsi
takmasuk dalam UUTPKS. Dua
poin tersebut akan masuk da-
lam Rancangan Kitab Hukum
Undang-Undang ~ Pidana
(RKUHP). “Pemerkosaan dan
persoalan aborsi yang sudah
diatur dalam KUHP yang akan
disahkan selambat-lambatnya

disahkan pada bulan Juni 2022

REILANT

Ketua DPR Puan Maharani (kanan) disaksikan Wakil Ketua DPR Rahmad Gobel (kiri) dan Lodewijk F Paulus (dua dari
kanan) menerimalaporan pengesahan RUU TPKS dariKetua Panja RUU TPKS Willy Aditya (kedua darikiri) saat Rapat
Paripurna DPR RIke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 202 1-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin. Dalam
rapatparipurna tersebut DPR mengesatkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU

TPKS) menjadiundang-undang

ini,"kataEdward,

Edward menjelaskan, tidak
dimasukkannya pemerkosaan
dan aborsidiUU TPKSlantaran
pemerintah telah melakukan
pemetaan terhadap draf RUU
TPKS dengan peraturan per-
undan-undanganlainnya. Pemi-
lahan itu dilakukan agar tidak
adatumpang tindih antara UY
TPKS dengan undang-undang
lain. “Kitakemudian menyem-
purnakan rumusan mengenai
aborsidan pemerkosaan dalam
RKUHP itu kita nantikan ber-
sama untuk memperbaiki ru-
musannya. Dengan demikian
dengan bentuk kekerasan sek-
sual itu bisa ditanggulangi de-
ngan komprehensif, wjarEddy.

Ketua Departemen Bidang

Perempuan dan Anak DPP Par-
tai Perindo, Dyah Arum Sari
mengapresiasi pengesahan
RUU TPKS)menjadi undang-
undang dalam rapat paripurna
DPR. Iabetharap UU ini dapat
menekan jumlah korban ke-
kerasan seksual dan menjerat
parapelakunya. UUTPKS dini-
lai memberikan perlindungan
komprehensif, tidak hanya ter-
hadap perempuan, tetapi juga
bagianak-anak dan gender lain-
nya, Undang-undang ini juga
merupakan wujud kehadiran
negara untuk mencegah ke-
kerasan seksual. “Selama pe-
nundaan pengesahan undang-
undang tersebut korban terus
berjatuhan. Oleh karena itu
kami sangat mengapresiasidi-

sahkannya RUU TKPS menjaci
undang-undang pada hariini,”
kataDyah Arum Sari

Politikus perempuan Partai
Perindo ini yakin UU TPKS
mampu menekan jumlah kor-
bankekerasan seksual dan da-
pat menjerat pelaku yang bisa
lolos karena tindakannya di-
anggap tidak memenubi unsur
legalitas sebagai tindak pidana
KUHP Selama ini kasus ke-
kerasan tidak dapat diproses
melaluisistemperadilanpidana
diIndonesia karena tidak ada
landasan normatif bagi pene-
gak hukum untuk menindak-
lanjutijenis tindak pidanayang
dialami parakorban kekerasan
seksual,
[ suwarno/sindonews
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